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Abstract 
This research was motivated by the determination of the application for marriage isbat with Case 
Number 64/Pdt.P/2023/PA.Negr which was rejected by the panel of judges on the grounds that the 
Petitioners' actions in carrying out a marriage without being registered by the authorities were 
deemed to be taking things lightly or making things easier. Simplify the obligation to register 
marriages. The purpose of this research is to find out how the judge considers this decision and 
how he analyzes the considerations. This type of research is normative legal research, data is 
obtained from library materials or secondary data with a qualitative approach. Data collection 
using literature study. Data is processed in the form of editing, grouping and interpretation. Data 
analysis uses descriptive analysis techniques. The research results show that Petitioner II was still 
under age at marriage when the marriage took place in 2018. In his legal considerations the judge 
prioritized legal certainty. Meanwhile, in Islam, justice is prioritized in law enforcement. Gustav also 
stated that if there is a conflict between legal certainty and justice or benefit, then the main priority 
that must be upheld is justice. Because the judge prioritizes legal certainty, differences in 
interpretation of Article 7 Paragraph (3) letter e should be used as a basis or legal basis for 
accepting this petition because this article generally applies to every marriage that is carried out 
privately. The reasons that the judge considers to be unreasonable are actually quite reasonable 
and can be considered emergency, because it is impossible for a marriage whose date already 
exists to be changed just like that. The exclusion of evidence, even though the evidence should 
have been used as preliminary evidence based on the theory of written evidence in the form of a 
statement and the decision, ended up being ineffective because the application was rejected. If 
the panel of judges really wanted to give a decision of rejection, the reason was more appropriate 
because the marriage was held under age. 
Keywords:   Rejection, Isbat Marriage, Analysis, Determination 
 
Abstrak 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya penetapan permohonan isbat nikah dengan Nomor 
Perkara 64/Pdt.P/2023/PA.Negr yang ditolak oleh majelis hakim dengan alasan tindakan para 
Pemohon dalam melangsungkan perkawinan tanpa tercatat oleh pihak berwenang dianggap sikap 
menggampangkan atau menganggap remeh atau memudah-mudahkan kewajiban pencatatan 
nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam 
penetapan ini serta bagaimana analisisnya terhadap pertimbangan. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian hukum normatif, data diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder dengan 
pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data diolah dengan bentuk 

 

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and 

Legal Theory    

 



Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 2, Nomor 2 (June, 2024): 1204-1222  

 
1205   

editing, pengelompokkan dan penafsiran. Analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis. 
Hasil penelitian diketahui bahwa usia perkawinan Pemohon II masih di bawah umur ketika 
perkawinan dilangsungkan tahun 2018. Dalam pertimbangan hukumnya hakim terlalu 
mengedepankan kepastian hukum. Sedangkan dalam Islam keadilan lebih diutamakan dalam 
penegakan hukum. Gustav juga menyatakan apabila terjadi benturan antara kepastian hukum 
dengan keadilan atau kemanfaatan, maka prioritas utama yang harus ditegakkan adalah keadilan. 
Karena hakim mengedepankan kepastian hukum menjadikan perbedaan penafsiran Pasal 7 Ayat 
(3) huruf e yang seharusnya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum diterimanya permohonan 
ini karena pasal ini secara umum berlaku untuk tiap-tiap perkawinan yang dilakukan di bawah 
tangan. Alasan yang dianggap hakim tidak beralasan justru sudah cukup beralasan dan sudah dapat 
dianggap darurat, karena tidak mungkin perkawinan yang tanggalnya telah ada kemudian diubah 
begitu saja. Dikesampingkannya alat bukti padahal seharusnya alat bukti tersebut dapat dijadikan 
bukti permulaan berdasarkan teori alat bukti tulisan berupa surat keterangan dan Amar putusan 
berakhir tidak efesien karena permohonan ditolak, jika majelis hakim benar ingin memberikan 
keputusan penolakan lebih sesuai alasannya adalah karena perkawinan dilangsungkan di bawah 
umur. 
Kata Kunci:   Penolakan, Isbat Nikah, Analisis, Penetapan 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian atau ikatan suci antara seorang 

laki laki dengan perempuan. Perkawinan harus didasarkan dengan perasaan saling 

suka, menyayangi dan kerelaan. Sehingga tidak akan timbul keterpaksaan dalam 

perkawinan.1 Belrdasarkan keltelntuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 

Ayat (1) melnyatakan bahwa pelrkawilnan sah apabilla dillakukan melnurut hukum 

masilng-masilng kelpelrcayaan dan agamanya. Selrta pelrlu adanya pelncatatan atau 

pelndaftaran nilkah yang dillakukan keldua calon melmpellail selsuail delngan keltelntuan 

Pasal 2 Ayat (2).2 

Hadilrnya Undang-Undang pelrkawilnan telntang pelncatatan nilkah tildak selrta 

melrta melnjadilkan praktilk nilkah belrjalan selsuail aturan. Justru bagil masyarakat yang 

melrasa kelbelratan delngan aturan ilnil akan melncaril altelrnatilf lailn delmil dapat 

melnilkah selcara mudah tanpa telrbellilt admilnilstrasil delngan mellakukan pelrkawilnan 

dil bawah tangan. Melnurut ahlil dan sarjana hukum, pelrkawilnan dil bawah tangan 

adalah sah hanya saja telrdapat kelkurangan dalam pelncatatan pelrkawilnan atau 

syarat admilnilstrasil. 3  Undang-Undang melnawarkan solusil bagil masyarakat yang 

                                                           
1 Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinana Dalam Perpeksttif Filosofis Hukum Islam,” CREPIDO 2, no. 2 

(2020). 
 
2 Budil Praseltyo, “Anali lsils Akilbat Hukum Daril Pelrkawilnan Dil bawah Tangan,” Selrat Aciltya 7, no. 1 

(2018). 
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tellah telrlanjur melnilkah dil bawah tangan, agar pelrkawilnannya dapat dilcatatkan 

maka dapat dillakukan Ilsbat Nilkah. Undang-Undang pelrkawilnan Nomor 1 Tahun 

1974 belrpandangan seltilap pelrkawilnan yang telrjadil selbellum dilsahkan Undang-

Undang ilnil adalah sah. Selhilngga kelwelnangan ilsbat nilkah Pelngadillan Agama 

dilpelruntukkan untuk iltu. Selbagailmana diltelgaskan dalam Pasal 64. Kelmudilan 

kelwelnangan Pelngadillan Agama belrkelmbang selrta dilpelrluas delngan hadilrnya 

Pasal 7 Kompillasil Hukum Ilslam. Belrdasarkan Pasal 7 Kompillasil Hukum Ilslam dapat 

dillilhat bahwa kontruksil hukumnya sangat telrbatas dan dilbatasil. Namun pelrlu 

dilgarils bawahil pada Pasal 7 Ayat (3el) masilh dapat dilgunakan selbagail pelluang 

dalam ilsbat nilkah, karelna apabilla dilpahamil keltelntuan Pasal 7 Ayat (3el) telrselbut 

melngakuil kelabsahan pelrkawilnan apabilla syarat dan rukunnya telrpelnuhil melnurut 

agama selsuail delngan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang pelrkawilnan.4 

Akan teltapil pada salah satu kasus pelnetapan yang telrdaftar pada 

kelpaniltelraan Pelngadillan Agama Nelgara delngan Nomor pelrkara 64/Pdt.P/PA.Nelgr, 

penulis menemukan permohonan isbat nikah yang tidak diterima oleh majelis 

hakim. Di mana dalam permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II 

melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2018. Perkawinan dilakukan 

berdasarkan ketentuan hukum Islam dengan wali yang menikahkan adalah kakak 

kandung Pemohon II karena pada saat perkawinan dilangsungkan ayah kandung 

Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang mengakadkan adalah penghulu 

kampung serta dihadiri dua orang saksi dengan mahar sejumlah uang tunai sebesar 

Rp. 100.000,00,-. Perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa di daftarkan di Kantor 

Urusan Agama setempat. Dalam rumah tangganya dikaruniai satu orang anak, dan 

tujuan diajukkan isbat nikah ini adalah usaha agar dapat memperoleh kepastian 

hukum terhadap perkawinan mereka yakni dengan mendapatkan buku nikah yang 

mana buku ini merupakan syarat utama dalam pembuatan akta kelahiran sang 

anak. 

Setelah ditelaah Pelmohon I dan Pemohon II melmbelrilkan pelnjellasan dil 

pelngadillan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan 

dengan alasan karelna tanggal pelrkawilnan tellah dilteltapkan akan tetapi telrdapat 

belbelrapa dokumeln millilk Pelmohon IlIl selpelrtil akta kellahilran, iljazah, KTP yang pelrlu 

pelrbailkan data. Selhilngga para Pelmohon melmillilh untuk melnilkah di bawah tangan 

walaupun Pemohon I dan Pemohon II mengetahui bahwa perkawinan bagi orang 

yang beragama Islam harus dicatatkan, akan tetapi karena alasan tersebut mereka 

                                                           
3 Nur Ailsyah, “Pandangan Hukum Ilslam Telrhadap Pelrkawilnan Dilbawah Tangan,” Jurnal Al-Qadau: 

Pelradillan Dan Hukum Kelluarga Ilslam 5, no. 2 (2018), https://doil.org/10.24252/al-qadau.v5il2.7107. 
 
4 Ramdanil Wahyu Sururilel, “Pole lmilk dil Selputar Hukum Ilsbat Nilkah dalam Silstelm Hukum Pelrkawilnan 

Ilndonelsila,” Al-Manahilj: Jurnal Kajilan Hukum Ilslam, 2020. XIl, no. 2 (2017). 
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tidak mencatatkannya. Kemudian dalam pertimbangannya majelis hakim 

menyatakan melnolak untuk melngabulkan pelrmohonan ilsbat nilkah telrselbut karelna 

alasan tilndakan para Pelmohon mellangsungkan pelrkawilnan tanpa telrcatat olelh 

pilhak belrwelnang dilanggap silkap melnggampangkan atau melnganggap relmelh atau 

melmudah-mudahkan kelwajilban pelncatatan nilkah. Dalam pelrtilmbangannya selndilril 

hakilm juga melnyatakan bahwa pelrkawilnan telrselbut tellah melmelnuhil syarat dan 

rukun pelrkawilnan selrta tildak melmillilkil halangan pelrkawilnan.5 Jika dikembalikan 

pada urailan dil atas dalam Pasal 7 Nomor 3el melngakuil kelabsahan pelrkawilnan 

apabilla syarat dan rukunnya telrpelnuhil melnurut agama selsuail delngan Pasal 2 Ayat 

(1) Undang-Undang pelrkawilnan. Akan teltapil dalam kasus telrselbut hakilm melnolak 

pelrmohonan tersebut padahal hakim memiliki dasar untuk mengabulkan. Di sisi lain 

hakim juga tidak mempertimbangkan perkawinan yang sebelumnya mereka 

lakukan pada tahun 2018 dengan usia Pemohon II adalah 16 tahun, merupakan 

perkawinan di bawah umur.  

Selhilngga menurut penulis perlu adanya penelitian lebih lanjut mengapa 

hakim tidak menjadikan Pasal tersebut sebagai dasar hukum dan bagaimana 

seharusnya amar putusan itu. Olelh selbab iltu pelnelliltil mellakukan pelnelliltilan yang 

belrjudul “PENOLAKAN ISBAT DI PENGADILAN AGAMA NEGARA (Analisis Terhadap 

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/PA.Negr)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagailmana pelrtilmbangan hukum olelh majellils hakilm dalam pelneltapan 

Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Nelgr? 

2. Bagailmana analilsils telrhadap pelrtilmbangan majellils hakilm dalam 

pelneltapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Nelgr? 

C. Metode Penelitian 

Jenis pelnelliltilan ilnil adalah pelnelliltilan hukum normatilf, dilmana data dilpelrolelh 

daril bahan pustaka atau data selkundelr. Data yang dilpelrolelh diljadilkan selbagail 

bahan yang belrtujuan untuk melnggambarkan lelbilh dalam telntang analilsils 

pelnolakan ilsbat nilkah pada pelneltapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Nelgr. Selbagail 

rujukan bahan yang digunakan yailtu Bahan hukum prilmelr berupa Pelneltapan 

Pelngadillan Agama Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Nelgr, Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 telntang Pelrkawilnan dan Kompillasil Hukum Ilslam. Bahan hukum selkundelr 

berupa buku, jurnal, skrilpsil, telsils, artilkell, ilntelrnelt dan selbagailnya yang rellelveln 

                                                           
5 “Pe lneltapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Nelgr,” 2023. 
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delngan pelrmasalahan pelnelliltilan ilnil. Dan bahan hukum telrsilelr berupa Kamus Belsar 

Bahasa Ilndonelsila, Terjemah dan Elnsilklopeldila Ilslam. Seltellah data telrkumpul dan 

tellah dillakukan tellaah dan kajilan delngan melncantumkan kutilpan yang dilpelrlukan 

maka selbellum dilanalilsils pelrlu dillakukan belbelrapa tahapan yailtu: Eldiltilng, 

Pelngellompokkan, dan Pelnafsilran. 

D. Kerangka Teoritis 

1. Isbat Nikah 

Ilsbat nilkah telrdilril daril dua kata yaknil ilsbat belntuk masdar daril atsbata yang 

belrartil “melneltapkan” dan kata ni lkah belrasal daril nakaha yang belrartil “sali lng 

melnilkah”. Selhilngga ilsbat nilkah belrartil pelneltapan nilkah. Adapun syarat ilsbat nilkah 

yang telrdapat dalam Kompillasil Hukum Ilslam Pasal 7 Ayat (3) adalah:6 

1. Adanya pelrkawilnan dalam rangka pelnyellelsailan pelrcelrailan 

2. Hillangnya Akta Nilkah.  

3. Adanya kelraguan telntang sah atau tildaknya salah satu syarat pelrkawilnan. 

4. Adanya pelrkawilnan yang telrjadil selbellum belrlakunya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. 

5. Pelrkawilnan yang dillakukan olelh melrelka yang tildak melmpunyail halangan 

pelrkawilnan melnurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Kelmudilan, pelrsyaratan ilsbat nilkah juga dapat dilanalogilkan delngan 

pelrsyaratan pelrkawilnan.7  Belrdasarkan syarat-syarat tersebut dapat dilsilmpulkan 

bahwa tildak selmua pelrkawilnan dapat dililsbatkan olelh Pelngadillan Agama, artilnya 

pelrmohonan ilsbat nilkah yang dilajukan kel Pelngadillan Agama seltellah mellaluil 

pelrosels pelrsildangan apabilla syarat-syarat telrselbut selcara yurildils tellah telrpelnuhil 

maka majellils hakilm akan melngabulkan pelrmohonan pelneltapan pelrnilkahan 

telrselbut. Namun apabilla telrnyata syarat-syarat telrselbut tildak telrpelnuhil maka 

selcara yurildils hakilm akan melnolak pelrmohonan ilsbat nilkah telrselbut, karelna tildak 

selsuail delngan aturan yang belrlaku. Akan teltapil bilsa saja Majellils Hakilm melmillilkil 

argumelntasil logils dalam pelrtilmbangannya selhilngga melngabulkan pelrmohonan 

telrselbut. Selpelrtil pelrtilmbangan sosilologils, psilkologils dan pelrtilmbangan lailnnya 

yang apabilla tildak dilkabulkan dapat melnilmbulkan kelmudharatan bagil para pilhak 

ataupun kelluarga. Contohnya apabilla tildak dilkabulkan maka belrdampak buruk 

kelpada anaknya yang kelsuliltan untuk melndapatkan akta kellahilran dan lailn 

                                                           
 
6  Melilta Djohan Oel, “I lsbat Nilkah Dalam Hukum Ilslam dan Pelrundang-undangan dil Ilndonelsila,” 

PRANATA HUKUM 8, no. 2 (2013): 140. 
7 Ahmad Belnil Saelbanil, Filqilh Munakahat Jillild Il (Bandung: Pustaka Seltila, 2018), 123. 
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selbagailnya.8 Untuk melngelsahkan suatu pelrkawilnan dil bawah tangan maka dapat 

dilmungkilnkan jilka pelrkawilnan telrselbut melmang sah. Tolak ukur sahnya suatu 

pelrkawilnan telrselbut telrtelra dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telntang Pelrkawilnan jo. Pasal 4 

Kompillasil Hukum Ilslam yang melnyatakan apabilla dillakukan melnurut hukum Ilslam.9 

Hakilm dapat melrujuk pada keltelntuan Pasal 7 Kompillasil Hukum Ilslam Ayat 3 huruf 

(el) yang selcara umum belrlaku untuk tilap-tilap pelrkawilnan yang dillakukan selcara 

silril atau dil bawah tangan delngan syarat tellah telrbuktil pada saat pelmelrilksaan dil 

pelrsildangan bahwa pelrkawilnan yang dillakukan selbellumnya tellah belrlangsung 

selcara sah, syarat dan rukunnya telrpelnuhil, selrta tildak melmillilkil larangan 

pelrkawilnan bailk selcara agama maupun Undang-Undang yang dillanggar. Dalam hal 

ilnil hakilm melmillilkil dasar untuk melngabulkannya. Kelcualil telrdapat buktil bahwa 

pelrkawilnan telrselbut tildak melmelnuhil syarat dan rukun, selrta telrdapat halangan 

pelrkawilnan yang dillanggar maka pelrmohonan ilsbat nilkah diltolak atau tildak 

dilkabulkan.10  

2. Batas Minimal Usia Kawin 

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawilnan 

batas usila milnilmal pelrkawilnan yailtu untuk wanilta 16 Tahun dan lakil-lakil 19 Tahun. 

Seltellah iltu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ilnil dilrelvilsil delngan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pelngaturan usila pelrkawilnan belrubah dilmuat 

dalam Pasal 7 Ayat (1) belrbunyil “Pe lrkawilnan hanya dililzilnkan apabilla prila dan wanilta 

sudah melncapail umur 19 Tahun.” 11 

Delngan dilteltapkan Undang-Undang ilnil maka belrubahlah usila pelrkawilnan 

melnjadil wanilta 19 Tahun dan prila 19 Tahun. Kelmudilan dilpelrjellas pula delngan 

tambahan dilsilsilpkan satu Pasal antara Pasal 65 dan Pasal 66 yaknil Pasal 65A yang 

belrbunyil: 12 

“Pada saat Undang-Undang ilnil mulail belrlaku, pelrmohonan pelrkawilnan yang tellah 

dildaftarkan belrdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telntang 

                                                           
 
8 Oel, “I lsbat Nilkah Dalam Hukum Ilslam dan Pelrundang-undangan dil Ilndonelsila,” 140. 
 
9 “Pe lneltapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Nelgr,” 2023, 15. 
 
10 Oel, “I lsbat Nilkah Dalam Hukum Ilslam dan Pelrundang-undangan dil Ilndonelsila,” 142. 
 
11 Muhammad Aldil, “Usi la Pelrkawilnan Melnurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 

Telntang Pelrkawilnan Diltilnjau Daril Hukum Ilslam” (Ri lau, Unilvelrsiltas Ilslam Nelgelril Sultan Syarilf HildAyatullah, 
2022), 322. 

 
12 “Undang-Undang Relpublilk Ilndonelsila Nomor 16 Tahun 2019 Telntang Pelrubahan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawilnan,” 2019, www.pe lraturan.go.ild. 
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Pelrkawilnan, teltap dillanjutkan proselsnya selsuail delngan keltelntuan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawilnan.” 

3. Unsur Utama Dalam Penegakan Hukum 

Pelnelgakan hukum dil Ilndonelsila celdelrung lelbilh melngutamakan kelpastilan 

hukum. Harmonilsasil antara 3 unsur utama dalam pelnelgakan hukum sangat sulilt 

diltelrapkan. Para pelnelgak hukum belrpandangan bahwa hukum adalah perundang-

undangan dan yang palilng utama adalah lelgal formill dalam melnyilkapil felnomelna dil 

masyarakat. 13  Gustav Radburch melnyampailkan dalam ildelel dels relcht yaknil 

pelnelgakan hukum harus melmelnuhil tilga asas yailtu kelpastilan hukum 

(relchtssilchelrkelilt), keladillan (gelrelchtilgkelilt), dan kelmanfaatan (zwelckmaszilgkelilt).14 

Putusan hakilm dil pelngadillan ildelalnya harus melmelnuhil keltilga asas telrselbut. Akan 

teltapil pada seltilap putusan hakilm telrkadang telrdapat pelnelkanan telrtelntu pada 

aspelk yang lelbilh domilnan. Hal ilnil bukan belrartil putusan telrselbut tellah 

melngabailkan asas-asas yang telrkailt. Teltapil, apabilla asas-asas ilnil dilkailtkan kelpada 

kelnyataan yang ada selrilngkalil keladillan belrbelntur delngan kelpastilan hukum atau 

kelpastilan hukum belrbelntur delngan kelmanfaatan. Maka keltilka telrjadil belnturan 

antara tilga nillail dasar ilnil ada yang harus dilkorbankan. Maka melnurut Gustav 

Radbruch asas priloriltas yang dilgunakan atau harus dillaksanakan delngan urutan 

belrilkut: 

a. Keladillan Hukum 

b. Kelmanfaatan Hukum 

c. Kelpastilan Hukum 

Delngan urutan priloriltas ilnil, maka systelm hukum telrhilndar daril konflilk 

ilntelrnal.15 

4. Alat Bukti dan Kekuatannya 

Dalam pelraturan pelrundang-Undangan yang belrlaku pada Pasal 164 HIlR, 

Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUHPelrdata dilatur melngelnail alat buktil salah 

satunya yaknil alat buktil surat (tulilsan) yaitu selgala selsuatu yang melmuat bacaan 

                                                           
 
13 Hasazilduhu Moho, “Pe lnelgakan Hukum dil Ilndonelsila Melnurut Aspelk Jelpastilan Hukum, Keladillan 

dan Kelmanfaatan,” Jurnal Warta 13, no. 1 (2019): 10. 
 
14  Rilfqil Qowilyul Ilman, “Putusan Hakilm, antara Kelpastilan Hukum dan Keladillan,” 2022, 1, 

hhtps://badillag.mahkamahagung.go.ild/. 
 
15 Jaka Mulyata, “Ke ladillan, Kelpastilan, dan Akilbat Hukum Putusan Mahkamah Konstiltusil Relpublilk 

Ilndonelsila Nomor: 100/PUU-X/2012 Telntang Judilcal Relvilelw Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 
Telntang Keltelnagakelrjaan” (Surakata, Unilvelrsiltas Selbellas Marelt, 2015), 12. 
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yang dilmaksudkan untuk melnuangkan ilsil hatil atau untuk melnyampailkan selbuah 

pilkilran selselorang yang diltuangkan dalam selbuah tulilsan yang dilpelrgunakan 

selbagail pelmbuktilan.  Alat buktil surat (telrtulils) ilnil telrbagil melnjadil dua yaknil akta 

dan bukan akta. Akta selndilril telrbagil melnjadil dua yaknil akta otelntilk dan akta bawah 

tangan. Kelmudilan alat buktil bukan akta adalah surat yang bukan akta (non-akta) 

belntuknya dapat belrupa surat bilasa, catatan harilan, korelspondeln dan lailnnya. 

Surat ilnil tildak selngaja dilbuat selbagail atau untuk alat buktil. Melngelnail kelkuatan 

pelmbuktilan alat buktil ilnil telrgantung pada pelnillailan hakilm. Apabilla ilsilnya 

melngandung kelnyataan maka dapat dilgunakan selbagail buktil pelrmulaan atau 

selbagail surat keltelrangan yang pelrlu dukungan daril alat buktil lailn.16 

II. Pembahasan 

1. Bagailmana pelrtilmbangan hukum olelh majellils hakilm dalam pelneltapan 

Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Nelgr? 

Para pelmohon pada pokoknya melngajukan pelrmohonan ilsbat nilkah atas 

pelrnilkahan yang dillaksanakan pada tanggal 18 Melil 2018, delngan alasan karelna 

pelrnilkahan para pelmohon tildak telrcatat dil Buku Relgilstelr Kantor Urusan Agama 

setempat, seldangkan para pelmohon sangat melmbutuhkan adanya buktil telrtulils 

untuk kelpastilan hukum atas pelrnilkahan yang tellah dillakukan. Untuk melnelguhkan 

dalillnya para pelmohon melngajukan buktil-buktil belrupa surat (P.1 s.d P.5) dan 2 

orang saksi. Majellils Hakilm melnillail buktil-buktil surat yang belrtanda (P.1 s.d P.5) 

melrupakan alat buktil akta otelntilk yang melmillilkil kelkuatan pelmbuktilan yang 

selmpurna dan melngilkat. Buktil P.1 dan P.2 melrupakan fotokopil Kartu Tanda 

Pelnduduk para pelmohon dan telrbuktil, buktil P.3 melrupakan fotokopil Kartu 

Kelluarga delngan Kelpala Kelluarga atas nama Pelmohon Il dilnyatakan dapat diltelrilma, 

buktil P.4 belrupa fotokopil surat keltelrangan suamil ilstril yang dilkelluarkan olelh 

pelnjabat belrwelnang olelh majellils hakilm belrpelndapat tildak dapat diljadilkan buktil 

utama telntang sah atau tildaknya suatu pelrkawilnan para pelmohon, selhilngga olelh 

majellils hakilm dilkelsampilngkan. Buktil P.5 belrupa fotokopil surat keltelrangan 

pelrnilkahan tildak telrcatat atas nama para pelmohon yang dilkelluarkan olelh peljabat 

belrwelnang untuk iltu, buktil telrselbut melmelnuhil syarat formal dan matelrill selrta 

melmillilkil kelkuatan pelmbuktilan yang selmpurna dan melngilkat. Saksil yang 

dilhadilrkan para pelmohon tellah melngahadap pelrsildangan dan keldua saksil bukan 

melrupakan orang dillarang untuk dildelngar selbagail saksil, selrta keldua saksil tellah 

melmelnuhil syarat matelrill selhilngga keldua saksil melmillilkil kelkuatan pelmbuktilan dan 

dapat diltelrilma selbagail alat buktil.  

                                                           
 
16 Manan, Pelnelrapan Hukum Acara Pelrdata dil Lilngkungan Pelradillan Agama, 2005, 247. 
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Melnilmbang, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

melnyelbutkan bahwa ‘Tilap-tilap pelrkawilnan dilcatat melnurut pelraturan pelrUndang-

Undangan yang belrlaku”, atau selsuail delngan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) KHIl jo. Ilntruksil 

Prelsildeln Relpublilk Ilndonelsila No 1 Tahun 1991 Ayat (1) yang belbunyil “Agar te lrjamiln 

keltelrtilban pelrkawilnan bagil masyarakat Ilslam harus dilcatat, seldangkan Ayat (2) 

belrbunyil “Pelncatatan pelrkawilnan telrselbut pada Ayat (1) dillakukan olelh Pelgawail 

Pelncatat Nilkah”. Dalam Pasal 5 Ayat (10) KHI l diltelmukan frasa “harus dilcatat”, kata 

“harus” me lnurut Majellils Hakilm belrartil wajilb atau rukun. Melnilmbang, pelrmohonan 

pelngelsahan nilkah adalah melngelnail pelrkara keldudukan atau status selselorang 

yang belrasal daril kelpastilan hukum yailtu status pelrkawilnan para Pelmohon, maka 

daril iltu selcara mutlak harus tunduk kelpada hukum posiltilf yang belrlaku. 

Melnilmbang, alasan dan syarat adalah hal pelntilng bagil pelngajuan 

pelrmohonan pelngelsahan nilkah, tanpa adanya alasan yang logils dan belrdasar 

hukum, maka melnyelbabkan mayarakat tildak mau atau elnggan mellakukan 

pelncatatan pelrkawilnan, seldang tanpa telrpelnuhilnya syarat, maka akad nilkah yang 

dilajukan pelngelsahannya akan cacat hukum. Maka daril iltu alasan yang belnar dan 

syarat adalah kompelneln ilntelgrasil (ilntelgral) yang harus dilpelnuhil dan melrupakan 

kelharusan untuk dilkabulkannya pelngelsahan. 

Melnilmbang, Pasal 7 Ayat (2) KHIl masilh melmbuka pelluang untuk dillakukan 

pelngelsahan nilkah, teltapil pada Ayat (3) dilbatasil belrkelnaan melngelnail (a) Adanya 

pelrkawilnan dalam rangka pelnyellelsailan pelrcelrailan; (b) Hillangnya akta; (c) Adaya 

kelraguan telntang sah atau tildaknya salah satu syarat pelrkawilnan; (d) Adanya 

pelrkawilnan yang telrjadil selbellum belrlaku Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telntang 

Pelrkawilnan; (el) Pelrkawilnan yang dillakukan olelh melrelka yang tildak melmillilkil 

halangan pelrkawilnan melnurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Daril keltelntuan ilnil 

selcara silstelmatils dapat diltafsilkan bahwa butilr (a) sampail (d) melrupakan alasan 

daril pelngajuan pelrmohonan pelngelsahan nilkah, selmelntara butilr (el) melrupakan 

syarat mutlak untuk dilkabulkannya pelrmohonan pelngelsahan nilkah.  

Melnilmbang, belrdasarkan fakta yang tellah telrungkap dil pelrsildangan bahwa 

pelrnilkahan para Pelmohon dillaksanakan masilh dalam lilngkup Kelcamatan Daha 

Sellatan yang untuk melgaksels ilnformasil melngelnail kelharusan pelncatatan nilkah dil 

Kantor Urusan Agama seltelmpat mudah dillakukan, bailk sarana transportasil dan 

komunilkasil juga mudah untuk dildapat dan dillaksanakan dil telmpat yang jarak 

Kantor Urusan Agama rellatilf delkat delngan telmpat tilnggal para Pelmohon. Para 

pelmohon juga melngeltahuil bahwa pelrbuatannya telrselbut melrupakan pellanggaran 

telrhadap Undang-Undang, akan teltapil para Pelmohon teltap mellangsungkan 

pelrnilkahan tanpa dilcatat, delngan tanpa alasan dan selbab yang dapat diltelrilma 

selrta alasan para Pelmohon bukanlah halangan untuk mellakukan pelncatatan 
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pelrkawilnan. Melnilmbang, alasan para Pelmohon mellakukan pelrnilkahan tanpa 

telrcatat olelh pilhak belrwelnang melnurut Majellils Hakilm melrupakan silkap 

melnggampangkan atau melnganggap relmelh dan melmudah mudahkan kelwajilban 

pelncatatan nilkah, para Pelrmohon belralasan tildak melncatatkan pelrkawilnannya 

karelna dilselbabkan dokumeln yang melnjadil syarat melnilkah pelrlu pelrbailkan data 

seldangkan tanggal pelrnilkahan tildak dapat dilundur lagil,  maka daril iltu Majellils 

Hakilm melnillail bahwa pelrmohonan para Pelmohon tildak belralasan dan 

belrtelntangan delngan keltelntuan Pasal (2) Ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

telntang Pelrkawilnan jo. Pasal 5 Kompillasil Hukum Ilslam, olelh karelnanya Majellils 

Hakilm belrpelndapat pelrmohonan para Pelmohon patut diltolak. 

Melnilmbang, karelna pelrmohan para Pelmohon diltolak, maka para pelmohon 

dapat melnilkah ulang dil Kantor Urusan Agama yang melwillayahil telmpat tilnggal para 

Pelmohon, selkalilgus melncatatkan pelrnilkahannya kelpada Pelgawail Pelncatat Nilkah 

dil Kantor Urusan Agama telmpat pelrnilkahan dillangsungkan. 

2. Bagailmana analilsils telrhadap pelrtilmbangan majellils hakilm dalam 

pelneltapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Nelgr? 

Adapun pelnulils melmbagil analasils pelneltapan Nomor 

64/Pdt.P/2023/PA.Nelgr ilnil dalam belbelrapa aspelk yailtu pada duduk pelrkara, 

aspelk matelrill dan aspelk formill dalam pelrtilmbangan hakilm, selrta amar putusan. 

Hal yang melnarilk untuk diltellaah dalam duduk pelrkara adalah telrnyata 

Pelmohon IlIl keltilka mellangsungkan pelrkawilnan masilh dil bawah umur untuk 

melnilkah selbagailmana keltelntuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 pelrubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telntang 

Hukum Pelrkawilnan yang belrbunyil “Pelrkawilnan hanya dililzilnkan apabilla prila dan 

wanilta sudah melncapail umur 19 (Selmbillan bellas) tahun.” 17 

Pada saat mellangsungkan pelrkawilnan pelmohon Il belrusila 22 tahun 

seldangkan Pelmohon IlIl belrusila 16 tahun 11 bulan dan pelrkawilnan dillaksanakan 

pada 18 Melil 2018. Melnurut pelnulils selndilril selcara kelnyataan melmang 

pelrkawilnan dillaksanakan pada tahun 2018 dilmana pada saat iltu Undang-

Undang pelrkawilnan Pasal 7 Ayat (1) Nomor 16 Tahun 2019 telntang Hukum 

Pelrkawilnan bellum belrlaku. Selhilngga aturan yang dilpakail saat iltu masilh 

melnggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawilnan 

dilmana usila pelrkawilnan untuk wanilta 16 tahun dan lakil-lakil 19 tahun. Jilka 

melngilkutil aturan pelrkawilnan yang belrlaku saat iltu maka pelrkawilnan yang 

dillaksanakan telntu saja sudah cukup umur. Akan teltapil dilmuat dalam Undang-

                                                           
17 “Undang-Undang Relpublilk Ilndonelsila Nomor 16 Tahun 2019 Telntang Pelrubahan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawilnan.” 
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Undang Nomor 16 Tahun 2019 pelrubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 telntang Hukum Pelrkawilnan Pasal 65A, belrdasarkan aturan telrselbut hanya 

pelrmohonan pelrkawilnan yang tellah dildaftarkan yang dapat dillanjutkan 

proselsnya selsuail delngan keltelntuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 18 

Selhilngga pelnulils silmpulkan karena pelrkawilnan para pelmohon tildak pelrnah 

dildaftarkan hilngga tahun 2023 maka aturan telrselbut tildak belrlaku bagil para 

pelmohon. Walaupun pelrkawilnan dillakukan pada tahun 2018 dilmana Undang-

Undang usila pelrkawilnan masilh melngatur usila nilkah 16 tahun untuk wanilta 

teltapil keltilka ilsbat nilkah dillakukan pada tahun 2023 dan Undang-Undang 

pelrkawilnan tellah belrubah melnjadil wanilta 19 tahun dan lakil-lakil 19 tahun maka 

sudah selharusnya aturan yang barulah yang dilgunakan. Yaknil 19 tahun bagil 

wanilta dan 19 tahun bagil lakil-lakil, selhilngga pelrkawilnan yang melrelka lakukan 

selbellumnya pada tahun 2018 melrupakan pelrkawilnan dilbawah umur. 

Seljak awal pelrtilmbangan hukumnya selndilril hakilm sudah cukup kelras 

melmbelrilkan pelnjellasan melngelnail pelntilngnya pelncatatan pelrkawilnan. Majellils 

Hakilm belrpelgangan delngan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang belrbunyil “Ti lap-tilap pelrkawilnan dilcatat melnurut pelrUndang-

Undangan yang belrlaku” atau Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Kompi llasil Hukum Ilslam jo. 

Ilntruksil Prelsildeln Relpublilk Ilndonelsila Nomor 1 Tahun 1991 yang belrbunyil “Agar 

telrjamiln  keltelrtilban pelrkawilnan bagil masyarakat Ilslam, harus dilcatat, 

seldangkan Ayat (2) belrbunyil “Pelncatatan pelrkawilnan telrselbut pada Pasal (1) 

dillakukan olelh Pelgawail Pelncatat Nilkah”. Kelmudilan dalam Pasal 5 Ayat (1) 

telrselbut telrdapat frasa “harus dilcatat” yang me lnurut majellils hakilm belrartil 

wajilb atau rukun. Majellils hakilm belrpelndapat bahwa pelrmohonan pelngelsahan 

ilsbat nilkah ilnil melrupakan pelrkara melngelnail status atau keldudukan selselorang 

yang belrmuara pada kelpastilan hukum selhilngga selpelnuhnya selcara mutlak 

harus tunduk kelpada hukum posiltilf yang ada. Majellils hakilm melngambill 

pelndapat Dr. Muktil Arto dalam bukunya yang belrjudul Pelnelmuan Hukum Ilslam 

Delmil Melwujudkan Keladillan halaman 42 yang melnyatakan “Kelpastilan hukum 

hanya dapat dilbelrilkan delngan cara melnelrapkan hukum normatilf selsuail 

bunyilnya. Kelpastilan hukum lelbilh belrsilfat gelnelral selhilngga melnghelndakil 

kelsamaan pada selmua kasus. Kelpastilan hukum belrada dalam ranah hukum 

wadh’i l yang masuk kel dalam hukum poliltilk. Hukum wadh’i l melngatur hubungan 

status antar pelrson (pelrsonelnrelcht). Dalam ranah ilnil tildak ada telmpat untuk 

mellakukan telrobosan atau pelnelmuan hukum. Hukum wadh’i l belrfungsil untuk 

mellilndungil keltelrtilban umum, nillail-nillail kelbelnaran, dan pelrlilndungan manusila. 

                                                           
 
18 “Undang-Undang Relpublilk Ilndonelsila Nomor 16 Tahun 2019 Telntang Pelrubahan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawilnan.” 
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Hukum ilnil telrmasuk jelnils hukum melmaksa (dwilngwdrelcht) yang pelnelrapannya 

belrsilfat ilnpelratilf.19 

Dalam pelrtilmbangan telrselbut sangat jellas bahwa hakilm cukup kelras 

melnelgakkan kelharusan pelncatatan pelrkawilnan guna kelpastilan hukum. Dalam 

kelpastilan hukum yang lelbilh utama adalah adanya pelraturan telrselbut, 

melngelnail apakah pelraturan telrselbut harus adill dan melmillilkil kelgunaannya dil 

masyarakat bukan melrupakan pelngutamaan kelpastilan hukum.20 

Jilka dilcelrmatil delngan selksama apabilla hakilm sellalu melnelgakkan 

kelpastilan hukum ilnil telntu saja banyak rasa keladillan yang tildak telrcapail. Akan 

ada banyak suara yang telrtilndas selbagail subjelk pelncaril keladillan. Tugas hakilm 

selndilril selbagailmana dilamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Telntang Kelkuasaan Kelhakilman adalah “Melnelrilma, 

melmelrilksa, dan melngadillil selrta melnyellelsailkan seltilap pelrkara yang dilajukan 

kelpadanya”.21 Kelpastilan hukum selndilril tildak hanya telntang hukum iln concrelto 

keltilka dillakukan pelnelgakan dan pelnelrapan. Teltapil tatanan hukum iln abstracto 

juga melnelntukkan kelpastilan hukum. Belgiltupula delngan pelngadillan agama, 

walaupun melnjadil telmpat telrakhilr bukan belrartil satu-satunya telmpat untuk 

melnelntukan kelpastilan hukum. Palilng tildak ada lilma komponeln yang 

melmpelngaruhil kelpastilan hukum yaknil pelraturan pelrUndang-Undangan, 

prosels pelradillan, pellayanan bilrokrasil, kelgaduhan poliltilk dan kelgaduhan 

sosilal. 22  Selhilngga tildak telpat rasanya jilka hakilm belgiltu kelras hanya 

melnelrapkan kelpastilan hukum padahal melnurut teloril Gustav Radburch yang 

telah dijelaskan sebelumnya dalam pelnelgakan hukum harus melmelnuhil tilga 

asas dan asas priloriltas yang dilgunakan atau harus dillaksanakan keltilka telrjadil 

belnturan antara keltilga asas ilnil delngan urutan keladillan hukum melnjadil priloriltas 

utama kelmudilan dililkutil olelh kelmanfaatan hukum dan kelpastilan hukum.23  

Kelmudilan majellils hakilm juga melmbelrilkan pelrtilmbangan melngelnail 

alasan dan syarat dalam pelngajuan pelrmohonan pelngelsahan nilkah. Melnurut 

majellils hakilm tanpa adanya alasan yang logils selrta belrdasarkan hukum maka 

                                                           
19 “Pe lneltapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Nelgr.” 
 
20 Satjilpto Rahardjo, Illmu Hukum, VIlIlIl (Bandung: PT Ciltra Adiltya Baktil, 2014), 19. 
 
21  Sudaryanto, “Tugas Dan Pe lran Hakilm Dalam Mellakukan Pelnelmuan Hukum/Relchtvilndilng (Il.C 

Pelnafsilran Konstiltusil Selbagail Meltodel Pelnelmuan Hukum),” 56. 
22 Margono, Asas Keladillan, Kelmanfaatan dan Kelpastilan Hukum Dalam Putusan Hakilm, 118. 
 
23 Jaka Mulyata, “Keladillan, Kelpastilan, dan Akilbat Hukum Putusan Mahkamah Konstiltusil Relpublilk 

Ilndonelsila Nomor: 100/PUU-X/2012 Telntang Judilcal Relvilelw Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 
Telntang Keltelnagakelrjaan” (Surakata, Uni lvelrsiltas Selbellas Marelt, 2015), 12. 
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masyarakat akan elnggan untuk melncatatkan pelrkawilnan melrelka. Seldangkan 

syarat pelntilng agar akad nilkah yang dilajukan pelngelsahannya tildak cacat 

hukum. Jilka diltellusuril, para pelmohon selbellumnya tellah melmbelrilkan 

pelrnyataan dalam surat pelrmohonannya bahwa alasan untuk para pelmohon 

ilngiln melncatatkan pelrkawilnan melrelka adalah untuk melmpelrolelh kelpastilan 

hukum atas pelrkawilnan melrelka dan untuk melmbuat akta kellahilran anak 

melrelka. Kelmudilan majellils hakilm melnilmbang Pasal 7 Ayat (3) Kompillasil Hukum 

Ilslam melngelnail pelmbatasan dilpelrbolelhkannya ilsbat nilkah yang tellah diljellaskan 

pada bab selbellumnya. Majellils hakilm melnafsilrkan selcara silstelmatils bahwa butilr 

(a) sampail butilr (d) adalah alasan daril pelngajuan pelrmohonan pelngelsahan 

nilkah, seldangkan butilr (el) adalah syarat mutlak dilkabulkannya suatu 

pelrmohonan pelngelsahan nilkah. Belrartil jilka dilpahamil maka melnurut majellils 

hakilm alasan pelngajuan pelrmohonan nilkah telrbatas pada butilr (a) hilngga butilr 

(d) seldangkan butilr (el) wajilb ada dilseltilap pelrmohonan agar dapat dilkabulkan, 

karelna melrupakan bagilan daril syarat dilkabulkan bukan alasan. Jilka delmilkilan 

pelnafsilran majellils hakilm, maka jilka diltellaah pelrkawilnan yang dillakukan seltellah 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belrlaku tildak dapat dililsbatkan kelcualil 

delngan alasan pelngajuan butilr (a) hilngga (d) telrselbut. Karelna alasan 

pelrmohonan ilsbat nilkah hanya selbatas pada butilr (a) hilngga (d).  

Dilkeltahuil bahwa alasan dan selbab para Pelmohon tildak melncatatkan 

pelrkawilnan nya adalah karelna dokumeln yang melnjadil syarat untuk melnilkah 

masilh melmelrlukan pelrbailkan data seldangkan tanggal pelrnilkahan tildak dapat 

dilundur. Melnurut majellils hakilm alasan dan selbab yang dilbelrilkan para pelmohon 

tildak belralasan selhilngga majellils hakilm melnolak pelrmohonan telrselbut. Pelnulils 

selndilril tildak selpelndapat delngan majellils hakilm, tanggal yang tildak dapat 

dilundur seldangkan belrkas pelrnilkahan masilh dalam prosels pelrbailkan melnurut 

pelnulils adalah suatu hal yang belralasan. Para pelmohon tildak mungkiln 

melmbatalkan pelrkawilnan yang tanggalnya tellah diltelntukan selbellumnya. Hal 

telrselbut akan melnilmbulkan ilsu yang silmpang silur dil masyarakat, telrlelbilh lagil 

jilka telrnyata pelrkawilnan harus diltunda karelna pelrbailkan data kelmungkilnan 

dampak buruknya adalah para pelmohon yang tellah melnunda pelrkawilnannya 

sudah tildak dapat melnunggu lelbilh lama lagil. Dan mellakukan kumpul kelbo 

tanpa ada ilkatan pelrkawilnan selbellumnya. Dalam hal ilnil pelnulils lelbilh seltuju jilka 

hakilm melnilmbang delngan melmahamil nillail-nillail hukum dan rasa keladillan yang 

hildup dil masyarakat. Telrkailt delngan para pelmohon yang melngeltahuil akan 

kelwajilban pelncatatan pelrkawilnan, melnurut pelnulils melrelka melmang 

melngeltahuil akan teltapil tildak melmahamil selcara jellas bagailmana dampak dan 

akilbatnya apabilla tildak dilcatatkan. Melngilngat para pelmohon belrpelndildilkan 

hilngga tilngkat SLTP dan pelkelrjaannya adalah peltanil, yang lelbilh selrilng turun kel 
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sawah darilpada dil rumah. Bilsa melnjadil faktor awamnya ilnformasil yang lelbilh 

rilncil telntang tildak dilcatatkannya pelrkawilnan yang tildak hanya belrdampak pada 

tildak telrdaftarnya pelrkawilnan. 

Adapun analisis terhadap aspek fomil yakni pada pelrtilmbangan hukum 

dalam Pelneltapan Pelngadillan Agama Nelgara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Nelgr 

untuk melnelguhkan dalill-dalillnya para pelmohon melngajukan buktil surat yang 

diltandail delngan kodel (P.1 s.d P.5) dan 2 orang saksil. Dalam hal ilnil tellah selsuail 

delngan keltelntuan Pasal 283 R.Bg, maka telrhadap buktil telrselbut hakilm 

melmbelrilkan pelrtilmbangan bahwa alat buktil saksil kelduanya tellah melmelnuhil 

keltelntuan syarat formill dan matelrill selrta keltelrangan saksil pun belrselsuailan dan 

cocok kelduanya. Selhilngga dilnyatakan sah dan diltelrilma selbagail alat buktil. 

Adapun buktil surat (P.1 s.d P.5) melnurut majellils hakilm melrupakan alat buktil 

akta otelntilk yang melmillilkil kelkuatan pelmbuktilan yang selmpurna dan melngilkat.  

Kelmudilan pada pelnjellasan berikutnya majellils hakilm kelmbalil melnyatakan 

bahwa alat buktil P.4 tildak dapat diljadilkan buktil utama telntang sah atau 

tildaknya suatu pelrkawilnan, selhilngga dilkelsampilngkan olelh hakilm. Dalam hal ilnil 

telrjadil keltildakselsuailan antara pelnyataan pelrtama majellils hakilm delngan 

pelrnyataan belrilkutnya. Yang selbellumnya melnyatakan bahwa alat buktil (P.1 s.d 

P.5) melrupakan akta otelntilk yang melmillilkil kelkuatan pelmbuktilan yang 

selmpurna dan melngilkat kelmudilan pelrnyataannya belrubah delngan salah satu 

alat buktil yaknil P.4 yang dilkelsampilngkan. Akan teltapil pelnulils selndilril seltuju 

melngelnail pelrnyataan hakilm yang melnyelbutkan bahwa alat buktil surat P.4 tildak 

dapat diljadilkan buktil utama telntang sah atau tildaknya suatu pelrkawilnan. 

Karelna suatu pelrkawilnan hanya dapat dilbuktilkan delngan akta yang dildaftarkan 

pada buku relgilstelr.  Kelmudilan melnurut pelnulils selndilril buktil P.4 bukanlah akta 

otelntilk selpelrtil yang dilselbutkan olelh majellils hakilm selbellumnya, mellailnkan alat 

buktil tulilsan yang bukan akta, karelna melrupakan fotokopil surat keltelrangan 

suamil ilstril. Jilka majellils hakilm melnggolongkan P.4 kel dalam buktil otelntilk maka 

tildak selharusnya pula hakilm melngelsampilngkan alat buktil yang sudah jellas alat 

buktil telrselbut selmpurna dan melngilkat. Dilkelsampilngkannya alat buktil P.4 olelh 

majellils hakilm melnurut pelnulils tildak belrselsuailan pula delngan teloril yang tellah 

diljabarkan pelnulils selbellumnya. Yaknil teloril melngelnail surat bukan akta yang 

dilatur dalam Pasal 294 Ayat (2) R.Bg, dan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPelrdata, 

belntuknya dapat belrupa surat bilasa, catatan harilan, korelspondeln dan lailnnya. 

Surat ilnil tildak selngaja dilbuat selbagail atau untuk alat buktil. Melngelnail kelkuatan 

pelmbuktilan alat buktil ilnil telrgantung pada pelnillailan hakilm. Apabilla ilsilnya 

melngandung kelnyataan maka dapat dilgunakan selbagail buktil pelrmulaan atau 

selbagail surat keltelrangan yang pelrlu dukungan daril alat buktil lailn.24 Melnurut 

                                                           
24 Manan, Pelnelrapan Hukum Acara Pelrdata dil Lilngkungan Pelradillan Agama, 2005, 247. 
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pelnulils buktil P.4 melrupakan buktil yang melngandung fakta atau kelnyataan, 

selhilngga belrdasarkan teloril ilnil selharusnya majellils hakilm melmpelrtilmbangkan 

buktil telrselbut selbagail buktil pelrmulaan yang harus dildukung atau dilkuatkan 

delngan buktil lailn bukannya melngelsampilngkan alat buktil.  

Mellilhat amar putusan yang dilbelrilkan majellils hakilm pada pelneltapan 

pelrkara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Nelgr dilmana majellils hakilm melnolak 

pelrmohonan para pelmohon untuk melncatatkan pelrkawilnan melrelka. 

Melngilngat pelrtilmbangan hakilm yang melnurut pelnulils tildak belrkelsilnambungan 

dan telrlalu melngeldelpankan hukum selcara normatilf dan jauh daril rasa keladillan. 

Hal ilnil telrcelrmiln daril pelrtilmbangan hakilm yang melnyatakan bahwa 

pelrmohonan yang dilajukan olelh para pelmohon tildak belralasan dan pelrkawilnan 

yang dillakukan belrtelntangan delngan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 

1974 telntang Pelrkawilnan. Padahal masilh telrdapat pelluang untuk seldapat 

mungkiln melnelrilma pelrmohonan telrselbut delngan melnggunakan 

pelrtilmbangan Pasal 7 Ayat (3) huruf el, delngan catatan bahwa tellah telrbuktil 

belnar dilpelrsildangan bahwa pelrkawilnan telrselbut sah selcara agama selrta syarat 

dan rukunnya tellah telrpelnuhil dan tildak ada halangan pelrkawilnan melnurut 

Undang-Undang maupun agama. Tidak dipertimbangkannya terkait usia ketika 

menikah dan dilkelsampilngkannya salah satu alat buktil yang selharusnya masilh 

bilsa diljadilkan selbagail alat buktil pelrmulaan.  

Maljellils hakilm juga melmbelrilkan solusil kelpada para pelmohon kelrelna 

diltolaknya pelrmohonan maka untuk melnsahkan pelrkawilnan melrelka dillakukan 

pelrkawilnan ulang dil KUA seltelmpat. Belnar saja jilka dillakukan pelrkawilnan ulang 

dil KUA maka pelrkawilnan melrelka dapat dilsahkan. Akan teltapil jilka delmilkilan 

maka pelrkawilnan yang telrcatat adalah pada tanggal melrelka melnilkah ulang, 

bukan pada tanggal 18 Melil 2018 selhilngga anak melrelka yang lahilr selsudah 

pelrnilkahan selbellumnya tildak dapat dildaftarkan pula melnjadil anak melrelka. 

Kelcualil jilka para pelmohon kelmbalil kel pelngadillan delngan melngajukan 

pelrmohonan asal usul anak. Hal ilnil kelmudilan malah melnjadil tildak elfelsileln. 

Selharusnya hakilm dalam melngambill pelrtilmbangan untuk melmutuskan suatu 

pelrkara, selbellum melnjatuhkan putusannya harus melmpelrhatilkan dan 

melngusahakan seldapat mungkiln agar putusan yang ila belrilkan tildak dapat 

melnilmbulkan pelrkara baru. Putusan telrselbut harus tuntas hilngga pada 

pellaksanaannya tildak hanya melmbelrilkan putusan saja. Khususnya pada pelrkara 

pelrdata, hakilm harus melmbantu para pelncaril keladillan selrta belrusaha delngan 



Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 2, Nomor 2 (June, 2024): 1204-1222  

 
1219   

kelras untuk melnyellelsailkan dan melngatasil selgala rilntangan agar telrcapail 

pelradillan yang seldelrhana, celpat dan bilaya rilngan.25  

Delngan diltolaknya pelrmohonan para pelmohon maka melnilmbulkan 

dampak telrhadap para pelmohon selrta anak yang lahilr daril pelrnilkahan ilnil. 

Diltolaknya pelrmohonan ilnil melnilmbulkan konselkuelnsil tildak telrjadilnya 

hubungan suamil ilstril antara pelmohon dan telrmohon karelna pelrkawilnan 

dilanggap tildak ada. Dampak yang cukup silgnilfilkan melnurut pelnulils adalah pada 

anak yang dillahilrkan dalam pelrkawilnan ilnil, dampak buruk pada status anak 

yang dillahilrkan, karelna anak dilanggap selbagail anak tildak sah. Anak telrselbut 

hanya melmillilkil hubungan kelpelrdataan delngan ilbunya, agar bilsa dilnasabkan 

delngan ayahnya maka harus dapat dilbuktilkan delngan belrdasarkan illmu 

pelngeltahuan dan telknologil atau alat buktil lailn.26 Akan teltapil aturan ilnil belrlaku 

pada keladaan telrtelntu saja dan bellum melnjadil hukum posiltilf dalam bildang 

pelrkawilnan. Delngan dilanggap tildak sahnya pelrkawilnan orang tua nya maka 

anak telrselbut tildak dapat melmillilkil akta kellahilran, jilka pun dapat dilbuatkan 

maka hanya selbatas nama ilbu saja karelna hanya hubungan pelrdata delngan ilbu 

yang ila millilkil. Hal ilnil juga akan belrdampak pada psilkologils dan sosilal anak keltilka 

masyarakat belranggapan bahwa ila bukan anak ayahnya. Tildak jellasnya status 

anak delngan ayah dapat melngakilbatkan hubungan ayah dan anak tildak kuat. 

Selhilngga suatu waktu sil ayah dapat saja melnyangkal bahwa anak telrselbut 

bukan anak kandungnya. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak menyatakan: 

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan deskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia dan sejahtera”. 

Dengan ditolaknya permohonan ini tujuan dari perlindungan anak tidak 

tercapai serta hakim mengesampingkan maslahat yakni hifzu al-nasb (menjaga 

keturunan). Dalam kaidah fiqhiyyah sendiri diterangkan bahwa: 

رْت كَاب   ضَرَراً أَعْظَمُهُمَا رُوع يَ  مَفْسَدَتََن   تَ عَارَضَ  إذَا مَا بِ  أَخَف  ه   

                                                           
25  Nur Ilftiltah Ilsnantilana, “Le lgal Relasonilng Hakilm Dalam Pelngambillan Putusan Pelrkara dil 

Pelngadillan,” Ilslamadilna Jurnal Pelmilkilran Ilslam XVIlIlIl, no. 2 (2017): 44. 
 
26 Mansaril, Muslilm Zailnuddiln, dan Khailruddiln, “Status Pe lrkawilna Akilbat Pelnolakan Ilsbat Nilkah,” 

Jurnal Yudilsilal 16, no. 1 (2023): 136–38. 
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 “Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang 

pada salah satu yang lebih ringan bahayanya” 

Hal ini menurut penulis yang lebih ringan bahayanya adalah ketika 

permohonan ini diterima, karena jika permohonan ini diterima segala konsukensi 

yang telah disebutkan sebelumnya serta kesejahteraan anak dapat terpenuhi. 

Dan bagi Undang-Undang sendiri tidak menjadikan hal ini begitu buruk, karena 

belrdasarkan kelnyataan cellah yang ada pada Kompillasil Hukum Ilslam ilnil justru 

lelbilh banyak melmbelrilkan manfaat pada masyarakat Ilslam. Dan tidak dapat 

dipungkiri bahwa sudah masif perkawinan di bawah tangan. Tetapi 

penanggulangan yang dilakukan oleh majelis hakim tidak seharusnya memukul 

rata setiap perkawinan di bawah tangan berarti dilakukan dengan sengaja. 

Sehingga perlu adanya pertimbangan kemaslahatan terutama untuk anak. 

Dalam hal ilnil pelnulils juga lelbilh seltuju apabilla majellils hakilm melmang sungguh-

sungguh ilngiln melnolak pelrmohonan ilsbat nilkah ilnil delmil melmbelrilkan kelsadaran 

telrhadap masyarakat telrkailt pelntilngnya pelncatatan pelrkawilnan selrta tildak 

selmua pelrkawilnan dapat dililsbatkan. Selyogyanya melnurut pelnulils lelbilh bailk 

pelrtilmbangan yang dilbelrilkan adalah delngan alasan kurang nya usila keltilka 

pelrkawilnan belrlangsung. Bukan alasan yang dilbelrilkan para pelmohon dilanggap 

melngampang-gampangkan hukum. Selsungguhnya dalam melmbelrilkan putusan 

hukum hakilm belrdasarkan hatil nuranil selsuail delngan keltelntuan hukum yang 

belrlaku delngan fakta-fakta yang diltelmukan dilpelrsildangan.27 Belrdasarkan fakta 

yang telrungkap nyatanya usila pelrkawilnanlah yang kurang daril aturan yang ada, 

seldangkan alasan para pelmohon untuk mellakukan ilsbat nilkah sudah cukup 

belralasan. Akan tetapi kembali lagi kepada maslahat terkait anak, apakah sudah 

sepantasnya hakim mengesampingkan hak anak seperti yang penulis sebutkan 

sebelumnya. Padahal di sisi lain hakim masih memiliki dasar untuk menerima 

putusan ini. 

III. KESIMPULAN 

Daril hasill pelnyajilan data dan analilsils pelneltapan Pelngadillan Agama Nomor 

64/Pdt.P/2023/PA.Nelgr telrhadap pelnolakan ilsbat nilkah, maka pelnulils belrkelsilmpulan 

bahwa: 

1. Pelrtilmbangan majellils hakilm melnolak pelrkara pelrmohonan ilsbat nilkah ilnil 

dilkarelnakan pelrkawilnan yang dillangsungkan dilanggap melmudah-mudahkan 

pelncatatan pelrkawilnan, alasan yang dilbelrilkan para pelmohon yaknil dokumeln 

                                                           
 
27 Harahap, Hukum Acara Pelrdata Telntang Gugatan, Pelrsildangan, Pelnyiltaan, Pelmbuktilan dan Putusan 

Pelngadillan, 965. 
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yang melnjadil pelrsyaratan pelrkawilnan masilh pelrlu pelrbailkan seldangkan tanggal 

pelrkawilnan sudah tildak dapat dilundur dilanggap hakilm tildak belralasan dan 

melnganggap relmelh pelncatatan pelrkawilnan. Hakilm belrpatokan pada Pasal 2 Ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawilnan jo. Pasal 5 Kompillasil 

Hukum Ilslam. Dalam hal ilnil hakilm belrpelndapat bahwa ilsbat nilkah belrmuara pada 

kelpastilan hukum, maka selpelnuhnya mutlak harus tunduk pada hukum posiltilf.  

2. Belrdasarkan telmuan pelnulils melmbelrilkan belbelrapa analilsilsnya yaknil 1). Dalam 

duduk pelrkara, usila pelrkawilnan Pelmohon IlIl masilh dil bawah umur keltilka 

pelrkawilnan dillangsungkan tahun 2018. Karelna ilsbat nilkah dillakukan tahun 2023 

maka Undang-Undang pelrkawilnan yang dilgunakan adalah Undang-Undang 

telrbaru melngelnail usila pelrkawilnan. 2) Dalam pelrtilmbangan hukumnya hakilm 

telrlalu melngeldelpankan kelpastilan hukum. Seldangkan dalam Ilslam keladillan lelbilh 

dilutamakan dalam pelnelgakan hukum. Dan belrdasarkan teloril Gustav apabilla 

telrjadil belnturan antara kelpastilan hukum delngan keladillan atau kelmanfaatan, 

maka priloriltas utama yang harus diltelgakkan adalah keladillan. Kelmutlakan hakilm 

untuk melngeldelpankan kelpastilan hukum melnjadilkan pelrbeldaan pelnafsilran Pasal 

7 Ayat (3) huruf el yang selharusnya dapat diljadilkan landasan atau dasar hukum 

diltelrilmanya pelrmohonan ilnil karelna pasal ilnil selcara umum belrlaku untuk tilap-tilap 

pelrkawilnan yang dillakukan dil bawah tangan delngan syarat tellah telrbuktil dil 

pelrsildangan bahwa pelrkawilnan yang dillakukan sah selcara agama, syarat dan 

rukunnya telrpelnuhil, selrta tildak melmillilkil larangan pelrkawilnan bailk selcara agama 

maupun Undang-Undang yang dillanggar. 3) Alasan yang dilanggap hakilm tildak 

belralasan justru sudah cukup belralasan dan sudah dapat dilanggap darurat, 

karelna tildak mungkiln pelrkawilnan yang tanggalnya tellah ada kelmudilan dilubah 

belgiltu saja, hal ilnil dapat melmbelrilkan dampak lailn 4) Telrdapat salah satu alat buktil 

yang dilkelsampilngkan hakilm padahal selharusnya alat buktil telrselbut dapat 

diljadilkan buktil pelrmulaan belrdasarkan teloril alat buktil tulilsan belrupa surat 

keltelrangan  5) Amar putusan belrakhilr tildak elfelsileln karelna pelrmohonan diltolak, 

selhilngga status pelrkawilnan selrta anak yang lahilr melnjadil tildak jellas. Kelmudilan 

jilka majellils hakilm belnar ilngiln melmbelrilkan kelputusan pelnolakan lelbilh selsuail jilka 

alasannya adalah karelna pelrkawilnan dillangsungkan dil bawah umur. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aisyah, Nur. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan.” Jurnal Al-
Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2018). 
https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7107. 

Aldi, Muhammad. “Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 
Ayat 1 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Hidayatullah, 2022. 

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 



Sisca Whulansari, Penolakan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Negara (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 

64/Pdt.P/2023/Pa.Negr) 

1222  
 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. 
Iman, Rifqi Qowiyul. “Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan,” 2022. 

hhtps://badilag.mahkamahagung.go.id/. 
Isnantiana, Nur Iftitah. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di 

Pengadilan.” Islamadina Jurnal Pemikiran Islam XVIII, no. 2 (2017). 
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: 

PrenadaMedia Group, 2005. 
Mansari, Muslim Zainuddin, dan Khairuddin. “Status Perkawina Akibat Penolakan Isbat 

Nikah.” Jurnal Yudisial 16, no. 1 (2023). 
Margono. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. I. 

Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 
Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Jepastian Hukum, 

Keadilan dan Kemanfaatan.” Jurnal Warta 13, no. 1 (2019). 
Mulyata, Jaka. “Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judical Review Pasal 96 
Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Universitas 
Sebelas Maret, 2015. 

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinana Dalam Perpeksttif Filosofis Hukum Islam.” CREPIDO 
2, no. 2 (2020). 

Oe, Meita Djohan. “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di 
Indonesia.” PRANATA HUKUM 8, no. 2 (2013). 

“Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr,” 2023. 

“Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Negr,” 2023. 

Prasetyo, Budi. “Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di bawah Tangan.” Serat Acitya 7, 
no. 1 (2018). 

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. VIII. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014. 

Saebani, Ahmad Beni. Fiqih Munakahat Jilid I. Bandung: Pustaka Setia, 2018. 

Sudaryanto, Agus. “Tugas Dan Peran Hakim Dalam Melakukan Penemuan 
Hukum/Rechtvinding (I.C Penafsiran Konstitusi Sebagai Metode Penemuan 
Hukum).” Jurnal Konstitusi 1, no. 1 (2012). 

Sururie, Ramdani Wahyu. “Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum 
Perkawinan Indonesia.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2020. XI, no. 2 (2017). 

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2019. www.peraturan.go.id. 

 


